
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan
Menteri DalamNegeri Nomor 17Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan BarangMilik Daerah,Kepala Daerahdapat
melimpahkan kewenangan kepada Kepala Satuan Ke~a
Perangkat Oaerah(SKPD) untuk membentukPanitia Pemeriksa
Barang/ Jasa ;

d. bahwauntukefektifitasdanefisiensidalampengadaanbarang/jasa
di lingkunganPemerintahProvinsi Sumatera Salatan. dipandang
perlu melimpahkan kewenangan kepada Kepala Satuan Karja
Perangkat Daerah (SKPD) untuk membentuk Panitia Pemeriksa
Barang/Jasa;

a. bahwa sehubungandenganadanyapenataan organisasiSatuan
Kerja Perangkat Oaerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
SumateraSelatanberdasarkan PeraturanPemerintahNomor 41
Tahun 2007. telah terjadi perubahan nomenklatur SatuanKerja
PerangkatDaerahyang bertanggungJawab terhadappengelolaan
barang. dimana Badan Pengelola Aset Oaerah dihapuskan,
sedangkan tugas pokok dan fungsinya diintegrasikan kepada
BiroPerlengkapandanPengelolaanAset ;

b. bahwaberdasarkanketentuanPasal 10 ayat (2) PeraturanOaerah
Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2007 tentang
PengelolaanBarangMilik PemerintahProvinsi SumateraSelatan.
pelaksanaanpengadaanbarang/jasaPemerintahDaerahdilakukan
pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah
Provinsi;

Menimbang

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN
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1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Oaerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun
1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814) ;

2. Undang - Undang Nemer 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok :...pokok Agraria (L.embaran Negara RI Tahun 1960 Nemer
104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomer 2043) ;

3. Undang-Undang Nemer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nemer 47, Tambahan

Lembaran Negara RI Nemer 4286) ;

4. Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nemer 125, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI

Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor
4844) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan
Kendaraan Peroranqan Oinas Milik Negara (Lembaran Negara RI

Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
2967) ;

e. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nemer 38
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nemer 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan .8arang Milik Negara I
Daerah telah terjadl perubahan terhadap ketentuan yang diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nemer 6 Tahun 2006 sehing9a perlu

dilakukan penyesuaian terhadap mated muatan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik

Pemerintah Provinsi Sumatera Salatan ;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik'

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
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9. Peraturan Pemerintah Nemer 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan

dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan

Otonorni Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomer 9,
Tambahan Lembaran Negara RI Nemer 4073);

10. Peraturan Pemerintah Nemer 58 Tahun 2005 tentang
Pengelelaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nemer 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nemer 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006
Nemer 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nemor 4609)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nemer 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nornor 6 Tahun 2006 tentang Pengelelaan Barang
Milik Negara I Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nemer

78, Tambahan Lembaran Negara RI Nemer 4855) ;

12. Peraturan Pemerintah Nemer 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomer 89,
Tambahan Lembaran Negara RI Nemer 4741) ;

13. Keputusan Presiden Nomer 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara
Penjualan Rumah Negeri ;

14. Keputusan Presiden Nemer 81 Tahun 1982 tentang Perubahan

atas Keputusan Presiden Nornor 134 Tahun 1974 tentang

Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri:

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3573) sebagaimana telah dluban

g~nggn Pe.ra.tur.mPe.merintah NQmQr 31 Tahun 2005 (Lembaran
Negara RI Tahun 2005 Nornor 64, Tambahan Lembaran Negara

RI Nemer 4515) ;

8. Peraturan Pemerintah Nemer 106 Tahun 2000' tentanq
Pengelelaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam

Pelaksanaan Dekensentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran

Negara'RI Tahun 2000 Nemer 203, Tambahan Lembaran Negara

RI Nemer 4023) ;

,
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22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Ke~a Inspektorat, 6adan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nemor
3 Serie D).

16. Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 49 Tahun 2001

tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 153 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan'; .

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tehtang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah ;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Oaerah

Tahun 2008 Nemer 1 Serie 0);

21. Peraturan Oaerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun

2008 tentang Orqanisasi dan Tata Kerja Oinas Daerah Provinsi

Sumatera Selatan (Lembaran Oaerah Tahun 2008 Nomor.2 Serie
D) ;

15. Keputusan Presiden "I Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Baranq I Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara RI Tahun 2003 Nomer 120, Tambahan Lembaran N~gara
Nemer 4330), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun

2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang I Jasa
Pemerintah ;
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Pasal1

Dalam Peraturan Daerah Ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat. yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Pre$iden RI yang rnemesans kekuasaan pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pernenntan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tl,Jgas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APSD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Selatari.

4. Pemerintah Provinsl adalah Pemerintah Provinsi Sumatara
Salatan.

Pasall

Peraturan Daerah Provinsi Surnatera Selatan Nomor 3 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provlnsi Sumatera

Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3) dlubah sebagai

berikut:
1. Pasal1 angka 11 dihapus, angka 12 dlubah, diantara angka'16

dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 16a dan
diantara angka 23 dan 24 disislpkan satu angka, yakni angka

23a sehingga Pasal1 berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan: P.ERATURANDAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
OA~RAH NOMOR:3 TAHUN 2007 TENTANG PENGELQLAAN
BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

•

MEMUTUSKAN :

Den9an Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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kekuasaanpengelolaanbarangdaerah.
7. DewanPerwakilanRakyatDaerahyang selanjutnyadisebutDPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan,

8. SekretariatDaerah adalahSekretariatDaerah ProvinsiSumatera
Seli'ltan.

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera
Salatan,

10. InspektoratadalahInspektoratProvinsiSumateraSelatan.
11. Dihapus.

12. Biro Perlengkapandan PengelolaAset adalahBiro Periengkapan
dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provlnsl Sumatera
Selatan.

13, Biro KeuanganadalahBiroKeuanganSekretartatDaerah Provinsi
SumateraSelatan,

14, SatuanKerjaPerangkatDaerahyang selanjutnya disingkatSKPD,
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah s~laku
penggunabarangmilikdaerah.

15, Unit Kerja adalah bagianSKPD yang melaksanakan satu atau
beberapaprogram,

16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas bebanAPBDatau berasaldan perolehan lainnya
yang sah.

16a. Barang MilikDaerahyangberasaldari perolehanlainnya meJiputi
barangyangdiperoleh dari hibah I sumbangan,perjanjianIkontrak
dan diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan ataudiperoleh berdasarkan putusanpengadilan yang
telahmemperolehkekuatanhukum tetap.

17. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan
tindakanterhadapbarangdaerah'yang meJiputi,perencanaandan
penentuan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,
pemindahtanganan,penatausahaandan pembinaan,pengawasan
sertapengendalian.

5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan
masyarakat hukumyang mempunyaibatas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berda.sarKan aspirasi rnasyarakat dalam sistem Negara
KesatuanRepublikIndonesia.

6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan selaku perneganq
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18, Pengelola Barang Daerah adalah pejabat yang berwenang dan

bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik
daerah.

19. Pembantu pengelola barang milik daerah adalah pejabat yang
bertan!,l!,lung jawab men!ilkoordinir penyelenQQaraan pen!,lelolaan
barang daerah yang ada pada Satuan Ke~a Perangkat Daerah.

20. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang miHkdaerah yang berada pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

21. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat
yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang
yang berada dalam penguasaannya. .

22. Pengurus Bilrang Daerah adelah Pegawa1yang dlserahl tl,lgas I,Intl,lk
mengurus dan melakukan penatausahaanlinventarisasi barang
daerah pada Satuan Ke~a Perangkat Daerah/Unit Ke~a.

23. Penyimpan barang adalah Pegawal yang diserahi tugas untuk
menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada
Satuan Ke~a Perangkat DaerahlUnit Ke~a,

23a. Penilaian adalah pihak yang melakukan penilaian secara
independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdlrl dari
penilai internal dan penllai ekstemal.

24. Rumah Daerah adalah rumah yang dimlliki oleh Pemerintah Daerah
yang ditempati oleh pejabat tertentu atau Pegawal Negeri Sipil
Pemerintah Daerah.

25. Perencanaan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan
barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang
telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar
dalam . melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan
datang.

26, Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan
kebutuhan barang daerah dan jasa.

27. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar
b<lrangdaerah selalu dalam keadaan baik dan siap I,Intl,lkcjigl,lnakan
secara berdaya guna dan berhasil guna.

28. Pen99unaan adalah kegiatan yang dilakukan oien Pengguna
Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah
yang sesual dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang bersangkutan.

29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang
tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi s.atuan
kerja perangkat daerah dalam bentuk sewa, plnJam pakal,
kerjasama pemanfaatan. bangun guna serah dan bar'lgun serah
guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

•
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30. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain
dalamjangkawaktutertentudenganmenerimaimbalanuangtunal,

31. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar
PemerintahDaerahdalam jangka waktu tertentu tanpa menerima
imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan
kembalikepadaPengelolaBarang.

32. Ke~asama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik
daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
peningkatanpenerimaandaerah bukan pajak! pendapatandaerah
dan surnberpembiayaanlainnY!;l,

33. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
danl atau saranaberikutfasilitasnya,kemudiandidayagunakanoleh
pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta
bangunandanl atau saranaberikut fasilitasnyasetelahberakhlrnya
jangkawaktuyangdisepakati.

34. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai
pembangunannyadiserahkanuntuk didayagunakanoleh pihak lain
tersebutdalamjangkawaktutertentuyangtelahdlsepakatl,

35. Penghapusanadalahtindakanmenghapusbarangmilik daerahdari
daftar barang Inventarisdenganmenerbitkansurar keputusandari
pejabat yang berwenanguntuk membebaskanpenggunadan/atau
kuasa penggunabarangdanlatau pengelolabarangdari tanggung
jawab admlrustrast dan fisik atas barang yang berada QiI!gffi
penguasaannya.

36. Pemindahtangananadalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerahsebagaitindak lanjutdari penghapusandengancara dijual,
dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagal modal
PernerintahDaerah.

37. Penatausahaan adalah. rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan,inventarisasidan pelaporanbarangmilikdaerah sesuai
denganketentuanyangberlaku.

38. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan- pendataan,
pencatatandan pelaporanhasilpendataanbarangmilikdaerah.

•
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(3) Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Milik Daerah.
(4) Sekretaris Oaerah selaku PengeiQla Barang Milik Oaerah berwenang

dan bertanggung jawab :
a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang

milik daerah ;
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik

daerah;
c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan I

perawatan barang milik daerah ;
d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan

pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh
Gubernur atau DPRD :

e. melakukan koordinasi dalarn pelaksanaan inventari~alli barang
milik daerah ;

f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan
barang milik daerah.

•

(2) Gubernur dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang daerah
sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
a. Sekretaris Daerah ;
b. Dihapus;
c. Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset ;
d. Kepala SKPD ;
e. Kepala Unit Kerja SKPD ;
f. Penyimpan Barang ;
g. Pengurus Barang.

2. Pasal 3 ayat (2) huruf b dihapus, huruf c diubah dan ayat (5) diubah,
sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1) Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik
Qaerah mernpunyal wewenang ;
a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah ;
b. menetapkan pengl:junaan, pemanfaatan atau pemindah­

tanganan ;
c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah ;
d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang

memerlukan persetujuan DPRD ;
e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang

milik daerah sesuai batas kewenangannya ;
f. menyetuJulusul penianfaatan barang dari SKPD sesuai dengan

kewenangannya.

,
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(1) Pengadaan/pekerjaan barang dapa! dilaksanakan dengan cara
pembelian, pemborongan pekerjaan, membuaUmelaksanakan sendiri
atau swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Reallsasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi
dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Sarang/Jasa
Pemerintah Provinsi yang pembentukan.nya ditetapkan dengan
Kepulusan Gubernur.

4. Pasal 10 ayat (2). ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus dan diganti,
sehingga Pasal 10 berbunyi seb<lgaiberikyt ;

Pasal 10

(1) Penqadaan barang I [asa dan pemeliharaan baran!i1dilaksanakan
oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku umum
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan pengadaan barang I jasa yang bersifat umum dan
menganut asas keseragaman seperti kendaraan bermotor, sarana
kerja, pakaian kerja, asuransi dan lain-lain dilaksanakan oleh
pengelola barang dalam hal ini Biro Perlengkapan dan Pengelolaan
Aset.

(3) Apabila dipandang perlu pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan
perneliharaan c!apatdilimpa.hkan kepGldama.$ing-rn~sing ~KPQ,

(4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
den!i1anKeputusan Gubemur.

PasalS

3. Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) diubah dan setelah ayat (3) ditanibahkan
ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

. .
(5) Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Oaerah selaku pengelola baranq
tugasnya dibantu oleh Kepala Biro Perlengl<apan dan Pengelolaan
Aset selaku pembantu pengelola barang ;

(6) Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset sebagai Pembantu
Pengelola Sarang (PPS) dan Pusat Informasi Sarang Milik Oaerah
(PIBMO) bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan
pengelolaan barang mlJlk daerah yang ada pada masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Oaerah.

(7) Kepala Satuan Kerja Perangkat Oaerah sebagai pengguna barang
milik daerah, berwemmg dan bertanggung jawab atas penselolaan
barang milik daerah dillngkungannya masing-masing. .

(8) Penqatatan barang daerah dilakukan sesuai Standar Akuntansi
Pemerintah Provinsi.,

r
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6. Pasal 24 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (6) dan ayat (7) sehingga
Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

(1) Keqa sama Pemanfaatan atas barang mink daerah dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya
operasional I pemeliharaanlperbaikan yang diperlukan terhadap
ba'rangmilik daerah dimaksud ;

b. mitra kerja sarna pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan
mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) pesertal peminat,
kecuali untuk barang mink daerah yang berslfat khusus dapat
dilakukan penunjukan langsung ;

5. Pasal 23 ayat (2) kata-kata "atas pertimbangan Baqan Pengelola Aset
Daerah" dihapus dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi
sebagai berikut :
(1) Kerja sarna Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan

bentuk:
a. Keria sarna Pemanfaatan Barang Milik Daerah atas tanah dan I

atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang
kepada Pengelola Barang ;

b. Kerja sarna Pemanfaatan atas sebagian tanah dan I atau
bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang ;

c. Kerja sama Pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah
dan /atau bangunan.

(2) Ke~a sama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang
setelah mendapat persetujuan Gubernur.

(3) Kerja sama Pemanfaatan atas Barang Mink Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan oleh Pengguna
Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

(3) Pelaksanaan pengadaan barang I jasa Pemerintah Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeriksaannya pada
ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang /
Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubemur.

(4) Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Satuan Ke~a Perangkat Daerah
(SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya
harus melibatkan unsur Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset
dan unsur teknis terkait lainnya yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala SKPD.
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meliputi instalasi pengolah limbah,
dan jaringan utama dan sarana
meliputi pengangkut dan tempat

e. infrastruktur air limbah
jaringan pengumpul
persampahan yang
pembuangan;

f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringantelekomunikasi;

c. mitra kerja sama pemanfaatanharus membayar kontribusitetaJl'
dan pembagian keuntunganhasHkerja sama pemanfaatanke
rekening kas umum daerah setiap tahun selama jangka wi;l<tu
pengoperasian;

d. besaranpembayarankontribusi tetap danpembagiankeuntungan
hasil kerja samapemanfaatanditetapkan dalam suatu Pe~anjian
Kerja Sama berdasarkan perhitungantim atau lembaga yang
ditunjuksetelahmendapatkanpersetujuanPengelolaBarang.

(2) Semua biaya berkenaandengan persiapandan pelaksanaankeria
sama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada Anggaran
Pendapatandan BelanjaOaerah.

(3) Blaya-blaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan
penyusunanSurat Perjanjian,Konsultanpelaksanalpengawas,tidak
dapatdibebankanpadaAnggaranPendapatandanBelanjaOaerah.

(4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerja sama
pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang
milik negara I daerah yang menjadi objek keria sama
pemanfaatan.

(5) Jangkawaktu kertasama pemanfaatanpaling lama 30 (tiga puluh)
tahun sejak perjanjianditandatangani dandapatdiperpanjang.

(6) Ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (5) tidak beriaku
dalam hal kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah
dllakukan untukpenyediaan infrastrukturtersebut di bawahini :

a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhanlaut, sungai atau
danau,bandarudara,jaringanrei dan stasiun keretaapi ;

b. infrastruktur jalan meliputi jalantol danjembatantol ;

c. infrastruktur sumberdaya air meliputi saluran pembawa air
bakudanwadukI bendungan;

d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air
baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi
pengolahanairminum;
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LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI E

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Mei 2009

SEKRETA IS DAERAH PROVINSI
SUM TERA SELATAN,-:

H.ALEX NOERDIN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dltetapkan dl Palembang
pada tanggal 19 Mel2009

Peraturan Daerah Inl mulal berlaku pada taoggal dlundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah inl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Pasalll

(7) Jangka waktu kerja sama pemanfaatan barang milik daerah untuk
penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjlan ditanda tang~ni.

(8) Selama jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (5)
dan ayat (7), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus melakukan
evaluasi setlap 5 tahun untuk melihat apakah dalam pelaksanaannya
sesual dengan ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kerja
sama.

g. infrastruktur ketenagalistrikan mellputi pembangkit, transmlsi
atau distribusi tenaga listrik ; atau

h. infrastruktur minyak dan gas bumi melipuU pengolahan,
penyimpanan, pengangkutan, transmisi dan distribusi mlnyak dan
gas bumi.
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto 
 
 

H. ALEX NOERDIN 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SUMATERA SELATAN, 

 
dto 

 
 H. MUSYRIF SUWARDI 


